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KATA SAMBUTAN 
 

Komitmen manajemen perubahan pada penataan sistem manajemen SDM dimulai dari 

perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi 

internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, 

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan Sistem Informasi 

Kepegawaian dapat dilihat, diuji dan dirasakan oleh seluruh pegawai. 

Pada pencanaan kebutuhan, Direktorat SMA telah memiliki dokumen analisis kebutuhan 

pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-

masing jabatan, sehingga penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada 

kebutuhan pegawai per jabatan. Mutasi pegawai antar jabatan dilaksanakan sebagai 

wujud dari pengembangan karier pegawai dengan memperhatikan kompetensi jabatan 

dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.  

Direktorat SMA telah melakukan Training Need Analysis kepada seluruh pegawai untuk 

pengembangan kompetensi, telah memiliki rencana pengembangan kompetensi pegawai 

berdasarkan kebutuhan pegawai, dan juga pemetaan kompetensi pegawai untuk 

mengetahui persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi 

yang ditetapkan, membuka kesempatan/hak seluruh pegawai untuk mengikuti diklat 

maupun pengembangan kompetensi lainnya. 

Manajemen Direktorat SMA telah menerapkan penetapan kinerja individu, dimana ukuran 

kinerjanya telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. 

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan dan hasil penilaian kinerja individu 

tersebut telah dijadikan dasar pemberian reward. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 

telah ditetapkan, dan pemutakhiraan data informasi kepegawaian dilakukan secara 

berkala dengan melibatkan seluruh pegawai, serta melakukan aktivitas pengendalian 

internal, melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan 

penataan sistem manajemen SDM yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja. 

Buku ini menginformasikan tentang penataan siste manajemen SDM di lingkungan 

Direktorat SMA Tahun 2020 yang merupakan area perubahan ke tiga dalam komponen 

pengungkit pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Direktorat SMA. 

Demikian, semoga buku ini memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. 

Jakarta,    Juni 2020 

Direktur SMA, 

 

 

Purwadi Sutanto 

NIP 196104041985031003 



ii 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA SAMBUTAN  .................................................................................................. i 

DAFTAR ISI  .......................................................................................................... ii 

BAB I PENDAHULUAN  ............................................................................................ 1 

A. LATAR BELAKANG  ....................................................................................... 1 

B. REFERENSI ATURAN  ................................................................................... 2 

C. MAKSUD DAN TUJUAN  ................................................................................ 3 

BAB II LANDASAN TEORI  ...................................................................................... 4 

A. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM  .......................................................... 4 

B. LEMBAR KERJA EVALUASI  ........................................................................... 6 

BAB III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DIREKTORAT SMA  ............................ 10 

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI  ......................................................... 11  

B. POLA MUTASI INTERNAL  ............................................................................. 18 

C. PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASISI KOMPETENSI  ................................... 20 

D. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU  .................................................................. 24 

E. PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/KODE PERILAKU PEGAWAI  ......... 31 

F. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  ............................................................. 31 

G. PENILAIAN MANDIRI SISTEM MANAJEMEN SDM DIREKTORAT SMA ................ 33 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN  .......................................................................... 52 

A. KESIMPULAN  .............................................................................................. 52 

B. SARAN  ........................................................................................................ 52 

BAB V PENUTUP  .................................................................................................... 53 

 



1 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG                                                                                                                                                       

Program Reformasi Birokrasi merupakan program kebijakan pemerintah Indonesia 

untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN), peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan 

mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sasaran 

tersebut berkembang dengan lingkup birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi 

yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memliki pelayanan publik yang 

berkualitas. 

 

Reformasi Birokrasi meliputi 8 area perubahan, yaitu: 

1. Manajemen perubahan  

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

4. Penataan Tatalaksana 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

6. Penguatan Akuntabilitas 

7. Penguatan Pengawasan 

8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 

 

Reformasi birokrasi berada pada tingkat kementerian, sehingga untuk percepatan 

capaian hasil pelaksanaannya maka perlu dibentuk miniatur-miniatur reformasi 

birokrasi pada satuan kerja di lingkungan kementerian dalam bentuk pembangunan 

zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi 

bersih dan melayani (WBBM). 

 

Sebagai dukungan penuh atas program reformasi birokrasi pemerintah dan 

Kemendikbud, maka Direktorat SMA berkomitmen untuk membangun ZI-WBK di 
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lingkungan Direktorat SMA, salah satunya melalui pelaksanaan 6 area perubahan 

sebagai pengungkit yaitu: 

1. Manajemen perubahan  

2. Penataan Tatalaksana 

3. Penataan Sistem Manajemen SDM 

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

5. Penguatan Pengawasan 

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 

 

Dalam buku penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) ini akan 

diinformasikan upaya Pimpinan Direktorat SMA beserta jajarannya melaksanakan 

penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Direktorat SMA.  

 

 

B. REFERENSI ATURAN 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 

2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta 

perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. 

 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan buku penataan sistem manajemen SDM ini dimaksudkan untuk 

memenuhi kelengkapan dokumen lembar kerja evaluasi pembangunan ZI-WBK 

Direktorat  SMA. Sedangkan tujuannya adalah: 

1. Memudahkan dalam menghimpun dokumen dan informasi pelaksanaan 

penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Direktorat  SMA. 

2. Memudahkan dalam pemberian informasi pelaksanaan penataan sistem 

manajemen SDM di lingkungan Direktorat  SMA. 

3. Sebagai akuntabilitas pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM di 

lingkungan Direktorat  SMA. 

4. Sebagai bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penataan sistem manajemen 

SDM di lingkungan Direktorat SMA. 

5. Sebagai bahan referensi bagi unit kerja lain yang akan/sedang membangun ZI-

WBK 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM                                                                                                                                                      

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target 

yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

1. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-

masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada 

masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

3. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM; 

4. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM; dan  

5. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM. 

 

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan 

untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu: 

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, seperti: 

a. Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya 

dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan; 

b. Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; 

dan 

c. Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana 

kebutuhan pegawai di unit kerjanya. 
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2.  Pola Mutasi Internal 

 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, seperti: 

a. unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; 

b. unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan 

c. unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap kebijakan pola 

rotasi internal. 

3.  Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 

 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, seperti: 

a. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity 

building/transfer knowledge); dan 

b. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk 

mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. 

4.  Penetapan Kinerja Individu 

 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, seperti: 

a. telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja 

organisasi; 

b. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja 

individu level diatasnya; 

c. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan 

d. hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai 

dari penetapan, implementasi dan pemantauan. 

5.  Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 

 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan; dan 

6.  Sistem Informasi Kepegawaian 

 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada 

unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. 
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B. LEMBAR KERJA EVALUASI                                                                                                                                                       

Untuk menilai progres capaian pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM 

digunakan instrumen isian yang disebut dengan lembar kerja evaluasi (LKE) WBK 

dengan nilai maksimal 10.  

 

Berdasarkan tabel nilai minimal komponen yang harus dicapai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 1. Nilai Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan ZI-WBK 

 

maka untuk unsur pengungkit penataan sistem manajemen SDM, akan memenuhi 

kriteria pembangunan ZI-WBK, jika mendapatkan nilai perolehannya lebih besar 

atau sama dengan 6,0 (60% dari nilai maksimal 10). Apabila kurang dari 6,0, maka 

tidak bisa diajukan untuk mendapatkan evaluasi MenPAN RB. 

 

Tampilan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian komponen pengungkit penataan sistem 

manajemen SDM adalah sebagai berikut: 

NILAI MINIMAL 

UNTUK WBK

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8) 4,80

II. PENATAAN TATALAKSANA (7) 4,20

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10) 6,00

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 6,00

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 9,00

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 6,00

40,00

B. HASIL (40)

I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 18,50

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 13,50

2. 5,00

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 15,00

75,00

PENILAIAN

TOTAL PENGUNGKIT

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang 

TOTAL HASIL

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
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Tabel 2. Lembar Kerja Evaluasi ZI-WBK Penilaian Komponen Pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM 

 

Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Keterangan

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)

1

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja 

mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja 

untuk masing-masing jabatan?

Y/T

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja 

mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja 

untuk masing-masing jabatan.

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni 

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per 

jabatan?

A/B/C/D

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

    mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per

    jabatan; 

b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen

    murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun

    per jabatan; 

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen 

murni

    mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per

    jabatan; 

d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak

    mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per

    jabatan.

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi 

terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi 

kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan 

perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

Y/T

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi 

kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan 

terhadap kinerja unit kerja.

2

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah 

telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?
Y/T

Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud 

dari pengembangan karier pegawai.

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan 

telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti 

pola mutasi yang telah ditetapkan?

A/B/C/D/E

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah 

memperhatikan

    kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah

    ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan

    pertimbangan terkait hal ini; 

b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah 

memperhatikan

    kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah

    ditetapkan organisasi; 

c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah

    memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi

    yang telah ditetapkan organisasi;

d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah

    memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi

    yang telah ditetapkan organisasi;

e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan

    kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah

    ditetapkan organisasi.

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya 

dengan perbaikan kinerja?

Y/T

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja.

PENILAIAN

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 

Pola Mutasi Internal (1)
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Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Keterangan

3

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis  Untuk 

pengembangan kompetensi?
Y/T

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk 

pengembangan kompetensi.

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi 

pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan 

kinerja pegawai?

A/B/C/D

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai

    mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi 

pegawai

    mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi 

pegawai

    mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai 

yang

    mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.

c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada 

dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-

masing jabatan?

A/B/C/D

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan 

standar

    kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%; 

b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan 

standar

    kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%; 

c. Jika  sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar

    kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan 

>50%

    -75%; 

d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan 

standar

    kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%.

d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh 

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya?

A/B/C/D

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

    kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan

    kompetensi lainnya; 

b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

    kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan

    kompetensi lainnya; 

c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

    kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan

    kompetensi lainnya; 

d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

    kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan

    kompetensi lainnya.

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit 

kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada 

pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga 

pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau 

mentoring, dll)?
A/B/C/D

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi

    kepada seluruh pegawai; 

b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi

    kepada sebagian besar pegawai; 

c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi

    kepada sebagian kecil pegawai; 

d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan

    kompetensi kepada pegawai.

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja?

A/B/C

a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

    kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah

    dilakukan secara berkala; 

b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

    kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah

    dilakukan namun tidak secara berkala; 

c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

    kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum

    dilakukan.

PENILAIAN

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5)
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Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Keterangan

4  

a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait 

dengan perjanjian kinerja organisasi?

A/B/C/D

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja

    organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran 

kinerja

    pegawai (SKP); 

b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan

    kinerja organisasi; 

c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan

    kinerja organisasi; 

d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan 

kinerja
b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian 

dengan indikator kinerja individu level diatasnya?

A/B/C/D

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki 

kesesuaian

    dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta

    menggambarkan logic model ; 

b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki

    kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; 

c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki

    kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; 

d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian 

dengan

    indikator kinerja individu level diatasnya.
c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara 

periodik?

A/B/C/D/E

a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan;

b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan;

c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara 

semesteran;

d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan;

e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan.
d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar 

untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, 

penghargaan dll)?

Y/T

Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan 

dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, 

penghargaan dll).

5.

a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah 

dilaksanakan/diimplementasikan?

A/B/C/D

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan

    disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi 

dan

    juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode

    perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan

    disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; 

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian

    aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan

    organisasi;

d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan 

disiplin/kode6.

a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah 

dimutakhirkan secara berkala?

A/B/C

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh 

pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai; 

b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh 

pegawai dan  dimutakhirkan namun secara berkala; 

c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum 

dimutakhirkan.

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 

Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)

Penetapan kinerja individu (4)

PENILAIAN
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BAB III 

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM   

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 
 

 

Penataan sistem manajemen SDM Direktorat SMA bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM Direktorat SMA pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. 

Target yang ingin dicapai Direktorat SMA melalui program ini adalah: 

1. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM; 

2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

3. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

4. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM; dan  

5. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM. 

 

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang telah dilaksanakan oleh  

Direktorat  SMA sebagai Zona Integritas menuju WBK untuk menerapkan Penataan 

sistem manajemen SDM yang meliputi: 

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai 

b. Pola Mutasi Internal 

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 

d. Penetapan Kinerja Individu 

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 

f. Sistem Informasi Kepegawaian 
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A. PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI                                                                                                                                                      

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.  

Kebutuhan pegawai Direktorat SMA telah disusun dengan mengacu kepada 

peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Peta 

jabatan mengacu pada Permendikbud Nomor 12 Tahun 2019 sedangkan 

analisis beban kerja dihitung hampir setiap tahun menyesuaikan kebutuhan 

Direktorat SMA.  

 

 

Gb 1. Peta Jabatan Dit. SMA (Permendikbud No. 12 Tahun 2020) 

 

Perhitungan Kebutuhan Pegawai Direktorat SMA mengacu pada beberapa 

peraturan antara lain: Permenpan Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang 

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam 

Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; Permenpan Nomor 33 Tahun 

2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; dan Perka BKN Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. 

 

Adapun tahapan pengendalian formasi pegawai yang telah dilakukan Direktorat 

SMA adalah sebagai berikut: 

a. Peta jabatan dalam Permendikbud No. 12 Tahun 2019 menjadi dasar 

pengendalian formasi kebutuhan pegawai Direktorat SMA. 

b. Pada Peta jabatan akan diketahui jumlah maksimal jabatan (bezzeeting), 

kebutuhan dan informasi kelebihan atau kekurangan orang. 
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c. Setiap tahun/kondisi tertentu (perubahan organisasi, peraturan, dsb) 

pengelola kepegawaian melakukan analisis jabatan terhadap kebutuhan 

jabatan melalui analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan 

d. Hasil analisis jabatan dijadikan dasar dalam pengendalian penempatan 

pegawai, perekrutan pegawai, mutasi pegawai dan promosi pegawai. 

 

 

 

 

Gb 2. Penghitungan Beban Kerja beserta Rujukan Aturan Terkait 
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2. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah mengacu kepada kebutuhan 

pegawai yang telah disusun per jabatan. 

 

Pada tahun 2019, berdasarkan peta formasi pegawai, menunjukkan bahwa 

Direktorat SMA masih membutuhkan penambahan pegawai dalam jabatan 

Analis Kelembagaan, Analis Sarana Prasarana dan Penyusun Laporan 

Keuangan. Untuk itu, diajukan penambahan pegawai melalui jalur CPNS untuk 

jabatan tersebut. Proses CPNS telah berjalan dengan baik dan Direktorat SMA 

memperoleh penambahan CPNS sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan 

tersebut. 

 

Tahapan kerja perekutan pegawai baru melalui mekanisme sebagai berikut: 

a. Bidang kepegawaian menginformasikan formasi jabatan yang kosong 

kepada pimpinan 

b. Formasi jabatan dijadikan bahan pertimbangan dalam perekrutan pegawai 

baik melalui CPNS  

c. Biro SDM melaksanakan perekrutan CPNS 2018 

d. Direktorat SMA menerima tiga CPNS dengan jabatan Analis Kelembagaan, 

Analis Sarana Prasarana dan Penyusun Laporan Keuangan 

e. Bidang Kepegawaian melakukan evaluasi terhadap jabatan yang tersedia  
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Gb 3. Analisis Peta Jabatan Direktorat SMA 

 

2. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk 

memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan 

terhadap kinerja unit kerja. 

 

Direktorat SMA membudayakan kegiatan memonitoring dan mengevaluasi 

penempatan pegawai terhadap kinerja jabatannya, beberapa contohnya adalah 

pada tahun 2019, Direktorat  SMA telah melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan 

dalam organisasi dalam rangka perbaikan kinerja unit kerja. Hasil dari mutasi 

pegawai memberikan nuansa baru di mana terlihat pekerjaan-pekerjaan 

menjadi lebih cepat terselesaikan, lebih rapi, dan lebih terorganisasi.  

 

Gambaran praktinya adalah sebagai berikut, pada tiga penempatan pegawai 

rekrutmen murni tahun 2019, dari tiga orang CPNS, dua orang sudah sesuai 

dengan kebutuhan jabatan, yaitu Penyusun Laporan Keuangan di Subbag Tata 

Usaha, dan Analis Sarana Pendidikan di Bidang Sarana Prasarana dalam 
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organisasi, sedangkan satu orang jabatan Analis Pelaksanaan Kelembagaan 

dalam organisasi yang akan ditempati sudah diisi oleh pegawai yang mutasi dari 

bagian lain. Sehingga yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan Penyusun 

Laporan Keuangan pada Subbag Tata Usaha, dengan mempertimbangkan 

kekosongan formasi jabatan, dan kompetensi yang dimiliki pegawai yang akan 

menduduki jabatan tersebut. 

 

Melalui bimbingan, arahan dan komunikasi yang efektif, dari ketiga orang 

pegawai hasil rekrutmen murni tersebut telah memberikan kontribusi perbaikan 

terhadap kinerja unit kerja, misalnya laporan keuangan dapat disusun tepat 

waktu dan inventarisasi hasil bantuan pemerintah menjadi tersusun lebih rapi 

dan mudah digunakan kembali ketika dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 4. Evaluasi Pemetaan Pegawai Direktorat SMA 
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Gb 5. Rekap Mutasi Pegawai Direktorat SMA Tahun 2017 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 6. Testimoni terhadap Pelaksanaan Mutasi Pegawai 
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Dalam penetapan formasi, Direktorat SMA juga telah menerapkan monitoring dan 

evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai secara efektif berkelanjutan. 

Monitoring dan evaluasi kebutuhan dilakukan melalui identifikasi peta jabatan yang 

disandingkan dengan kebutuhan pemenuhan beban kerja. Hasil dari monitoring dan 

evaluasi ini adalah usulan e-formasi CPNS tahun 2020. 

 

 

Gb 7. Usulan e-Formasi CPNS Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

B. POLA MUTASI INTERNAL                                                                                                                                                      

1. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai dilakukan mutasi pegawai 

antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. 

 

Dinamika organisasi yang sehat menuntut adanya penyegaran, yang salah 

satunya adalah melalui mutasi internal. Dalam penataan sistem manajemen 

SDM di lingkungan Direktorat  SMA, telah melaksanakan mutasi internal. 

 

 

Gb 8. Rekap Mutasi Pegawai Dit. SMA Tahun 2017 – 2019 

 

Selama tahun 2019, jumlah mutasi internal di lingkungan Direktorat SMA 

sebanyak 6 orang. Mutasi dilakukan dengan memperhatikan kompetensi 

jabatan beserta formasi yang ada pada peta jabatan. Kinerja pegawai yang 

mengalami mutasi dipantau dan dievaluasi hasilnya oleh masing-masing 

atasan langsung  

 

 

Gb 9. Contoh Kinerja Pegawai yang Mengalami Mutasi 
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2. Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan 

mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan 

Direktorat SMA dalam melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan selalu 

memperhatikan kompetensi jabatan, dalam arti pegawai yang mengalami 

mutasi harus memenuhi persyaratan minimal jabatan, baik dari kompetensi 

pendidikan minimal ataupun kompetensi teknis yang dimiliki pegawai beserta 

potensi pengembangannya. 

 

 

Gb 10. Hasil Penataan Pegawai mengacu pada pemenuhan kompetensi jabatan 

 

 

3. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam 

kaitannya dengan perbaikan kinerja. 

Sebagai langkah pengendalian kebutuhan organisasi, monitoring dan evaluasi 

terhadap kebijakan pola rotasi internal telah dilaksanakan secara berkala yaitu 

minimal satu tahun sekali.  
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Gb 11. Laporan dan Instrumen Monev Efektivitas Mutasi Pegawai 

 

C. PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI                                                                                                                                                       

Kinerja organisasi didukung oleh kualitas SDM nya. Oleh karena itu, Direktorat SMA 

peduli akan kebutuhan pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, melalui 

upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) dimana 

setiap pegawai memiliki kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya. Terkait dengan pengembangan pegawai 

berbasis kompetensi, Direktorat  SMA selain telah melakukan assesmen terhadap 

eselon dan seluruh pegawai, juga memiliki rencana pengembangan pegawai 

sebagai berikut:  

1. Menjaring data kebutuhan pelatihan sebagai inti dari pengembangan 

kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk instrumen yang dapat diakses oleh 

seluruh pegawai dari semua kelas jabatan melalui google form gg.gg/sdm-

psma2019, membuka kesempatan/hak seluruh pegawai untuk mengikuti diklat 

maupun pengembangan kompetensi lainnya. 
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Gb 12. Instrumen Kebutuhan Pelatihan Pegawai 

 

Berdasarkan hasil isian kuesioner, akan diketahui kebutuhan pengembangan 

pegawai. Selanjutnya, subag Tata Usaha memfasilitasi pelaksanaan diklat atau 

pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai tersebut, dengan mempertimbangkan 

kinerja pegawai terhadap tugas-tugasnya. 

 

Prioritas pengembangan kompetensi diberikan kepada pegawai yang 

kesenjangan kompetensinya jauh dibandingkan dengan pegawai lainnya. 

Pelatihan diutamakan yang berkaitan dengan jabatan yang diampunya. 

 

Pelatihan dapat berupa kegiatan pemanggilan narasumber dan juga pengiriman 

peserta diklat atau pelatihan ke instansi penyelenggara diklat atau pelatihan, 

sehingga setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam 

peningkatan kompetensi.  

 

Monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai dilakukan 

melalui penjaringan komplain atasan masing-masing pegawai. Sampai dengan 
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akhir tahun 2019, belum ada seorang pimpinan yang memberikan kesan negatif 

terhadap pegawai yang telah dikirimkan mengikuti diklat atau pelatihan. 

 

2. Menjaring data kompetensi, melalui matrik peta kompetensi yang didistribusikan 

ke semua subdit, dengan tujuan mengetahui prosentase kesenjangan 

kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. 

 

 

Gb 13. Matriks Kompetensi Pegawai 2019 

 

Pada tahun 2020 ini, Direktorat SMA secara aktif melakukan inovasi penyusunan 

buku kompetensi pegawai, buku kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai 

dan buku rencana pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2020 s.d. 2024.  

 

Penyusunan buku diawali dengan penyusunan instrumen pertanyaan terkait 3 jenis 

kompetensi, yaitu kompetensi inti, kompetensi manajerial, dan kompetensi teknis. 

Pertamyaan disusun kemudian disampaikan secara online kepada seluruh pegawai 

untuk mengisi klaim mandiri atas tingkat kompetensi yang dimiliki pegawai, serta 

pegawai diberikan kesempatan secara terbuka untuk mengusulkan diklat/ metode 

pengembangan kompetensi yang bisa meningkatkan kemapuan kinerjanya masing-

masing. 
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Setelah seluruh pegawai mengisi kuesioner penilian mandiri tingkat kompetensi inti, 

kompetensi manajerial dan kompetensi teknis, maka data diolah untuk 

diklasifikasikan berdasarkan nama masing-masing pegawai, sehingga diperoleh 

data kompetensi pegawai melalui penilaian mandiri. 

 

Direktorat SMA menyusun standar kriteria kompetensi jabatan. Atas dasar standar 

kriteria jabatan tersebut, maka dilakukan perbandingan antara klaim mandiri 

kompetensi pegawai dengan standar kriteria jabatan, yang hasil kesenjangannya 

menjadi dasar informasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. 

 

Kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai akan menjadi perencanaan 

Direktorat SMA memetakan pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan 

kompetensi pegawai selama Tahun 2020 s.d. 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 14.  Buku Kompetensi Pegawai Direktorat SMA Tahun 2020 
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Gb 15.  Buku Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Direktorat SMA Tahun 2020 

 

 

D. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU                                                                                                                                                       

Kinerja oraganisasi maupun kinerja individu juga menjadi perhatian Direktorat  SMA 

dalam membangun ZI-WBK. Direktorat  SMA selalu melaksanakan penilaian kinerja 

individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Peniaian kinerja individu dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi berbasis web Sistem Informasi Kinerja Pegawai (e-

SKP) melalui http://skp.sdm.kemdikbud.go.id. 

 

Pada awal tahun, atau saat perpindahan jabatan, setiap pegawai wajib menyusun 

rencana sasaran kerja pegawai, kemudian dimintakan persetujuan kepada atasan 

langsung sebagai dasar pelaksanaan kinerja bulanan pegawai yang bersangkutan. 

http://skp.sdm.kemdikbud.go.id/
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Setelah disetujui, maka setiap pegawai mencatat aktivitas kerjanya untuk 

mencapai kinerja yang ditargetkan setiap bulannya. Jika diperlukan revisi, maka 

revisi harus diajukan dan disetujui oleh atasan langsungnya. Setiap awal bulan 

pegawai mengajukan usulan nilai kinerja yang dicapainya, kemudian atasan 

langsung melakukan reviu untuk pemberian nilai akhir atas capaian kinerja 

pegawai, dan akan menjadikan nilai bobot 60% pada pemberian penilaian reward 

pemberian tunjangan kinerja jabatan pegawai. Semua aktivitas penginputan 

direkam dan diolah oleh sistem aplikasi, sehingga validitas seragam/ terstandar. 

Disamping itu pula, penggunaan sistemnya dapat diakses secara oleh setiap 

pegawai, setiap waktu secara online. 

 

Dari sisi kehadiran pegawai juga telah berbasis online, mudah diakses kapan dan 

dimanapun oleh masing-masing pegawai sesuai dengan password yang dibuatnya 

masing-masing. Catatan kehadiran memberikan kontribusi 40% pada perhitungan 

pemberian tunjangan kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 16. Tautan Web Login Aplikasi e-SKP Kemendikbud pada Laman Direktorat SMA 
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Gb 17. Halaman Login Aplikasi e-SKP Kemendikbud 

 

 

 

Ukuran kinerja individu pada Direktorat SMA telah memiliki kesesuaian dengan 

indikator kinerja individu level diatasnya, dengan mekamisme kerja sebagai berikut: 

1. Uraian jabatan pelaksana merupakan turunan dari tugas jabatan atasannya 

2. Pengisian SKP diikuti dengan pengisian ukuran kinerja individu yang akan dicapai 

pegawai 

3. Atasan langsung melakukan review usulan rencana SKP berdasarkan kesesuaian 

indikator kinerja antara atasan dengan stafnya 

4. SKP ditandatangani apabila kedua belah pihak telah menyetujui SKP yang telah 

di-review 

 

 

 

 

 

Pegawai mengisi NIP dan Password  yang 

dimilikinya untuk dapat login/ masuk dalam 

aplikasi SKP melalui link 

http://skp.sdm.kemdikbud.go.id/ 

NIP: 19680223200312xxxx (NIP Pegawai) 

Password: skp12345 
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Gb 18. Tampilan Pengisian Realisasi SKP oleh Staf 

 

 

 

 

Login Penilaian SKP oleh Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 19. Login SKP oleh Pimpinan 

 

Pimpinan mengisi NIP dan Password  

yang dimilikinya untuk dapat login/ 

masuk dalam aplikasi SKP melalui 

NIP: 19680223200312xxxx (NIP Pegawai) 

Password: xxx1234xx 
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Gb 20. Persetujuan Rencana SKP Pegawai 

 

 

 

 

Gb 21. Penilaian Realisasi Pegawai 
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Direktorat SMA telah menerapkan pengukuran kinerja individu secara bulanan 

sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja. Adapun mekamisme kerjanya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pegawai mengisi log harian kegiatan dalam bulan berjalan 

2. Pada akhir bulan, pegawai mengajukan usulan nilai realisasi pekerjaan bulanan 

3. Atasan langsung menilai usulan yang telah diajukan oleh pegawai ybs 

4. Nilai SKP menjadi dasar pertimbangan pembayaran tunjangan kinerja disamping 

persentasi kehadiran 

 

 

Gb 22. Rekap Perhitungan Capaian Kinerja 

 

Pada Direktorat SMA, hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk 

pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). Dimana hasil 

penilaian digunakan untuk hal-hal berikut:  

1. Nilai SKP menjadi dasar pertimbangan pembayaran tunjangan kinerja (60%) 

disamping persentasi kehadiran (40%) 

2. Nilai SKP menjadi dasar prioritas pemberian penghargaan Satya Lencana 

3. Nilai SKP menjadi dasar pertimbangan promosi pegawai 

4. Nilai SKP menjadi dasar pertimbangan pengembangan profesi pegawai melalui 

jalur reward 

5. Nilai SKP menjadi dasar penerimaan mutasi pegawai 
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Gb 23. Screenshoot  Aplikasi Kehadiran Dan Perhitungan Tunjangan Kinerja Online 
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E. PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/KODE PERILAKU 

PEGAWAI                                                                                                                                                       

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai dilaksanakan dengan 

mengacu pada kriteria aturan yang berlaku, seperti penegakan aturan disiplin/ kode 

etik/ kode perilaku bagi pegawai Direktorat SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 24. Screenshoot  Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN 

 

Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, peran pencegahan lebih 

diutamakan, sehingga upaya sosialisasi dan internalisasi atas aturan PP No. 53 

Tahun 2010 tengan Disiplin PNS dan yaitu Permendikbud No. 14 Tahun 2012 

tentang kode etik pegawai di lingkungan Kemendikbud. Apabila ditemukan 

pengaduan, maka dibentuk tim kode etik/ penegakan disiplin  PNS. 

 

F. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN                                                                                                                                                       

Dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepegawaian yang berkualitas, 

Direktorat SMA telah melaksanakan dan memanfaatkan sistem informasi 

kepegawaian yang terintegrasi online pada laman Direktorat SMA, dimana masing-

masing user dapat melihat, memantau dan mengevaluasi datanya masing-masing 

agar pemutakhiran data dapat berjalan secara berkala. 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 25. Screenshoot  Tampilan Muka Aplikasi SIMPEG Ditjen Dikdasmen 
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Informasi kepegawaian dapat diakses oleh setiap pegawai di lingkungan Direktorat  

SMA melalui sistem online melalu menu layanan kepegawaian pada laman: 

https://sma.kemdikbud.go.id 

Pada laman tersebut berbagai informasi terkait pegawai tersaji secara lengkap, 

sehingga pegawai dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara mandiri 

terkait dengan informasi atau pun data yang dimilikinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 26. Screenshoot  Tampilan Muka Aplikasi SIMPEG Ditjen Dikdasmen 

 

 

G. PENILAIAN MANDIRI PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM                                                                                                                                                      

Berdasarkan hasil inventarisasi, pengolahan data dan informasi beserta analisisnya, 

tim kerja ZI-WBK Direktorat SMA memberikan penilaian mandiri terhadap LKE 

penataan manajemen sistem SDM pada Direktorat SMA sampai bulan Juli 2020 

adalah sebagai berikut: 

 

 

https://sma.kemdikbud.go.id/
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Tabel 3. Penilaian Mandiri LKE Penataan Manajemen Sistem SDM pada Direktorat SMA sampai bulan Juli 2020 

 

Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

III. PENATAAN SISTEM 
MANAJEMEN SDM (10) 

10.0     9.79 97.92% 
    

1 Perencanaan 
kebutuhan pegawai 
sesuai dengan 
kebutuhan organisasi 
(0,5) 

 
0.5 

    0.50 100.00% 

    

  a. Apakah kebutuhan 
pegawai yang 
disusun oleh unit 
kerja mengacu 
kepada peta jabatan 
dan hasil analisis 
beban kerja untuk 
masing-masing 
jabatan? 

 Y/T Ya 1  Ya, jika kebutuhan pegawai 
yang disusun oleh unit kerja 
mengacu kepada peta jabatan 
dan hasil analisis beban kerja 
untuk masing-masing jabatan. 

Kebutuhan pegawai di Direktorat SMA telah disusun 
dengan mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis 
beban kerja untuk masing-masing jabatan. Peta jabatan 
mengacu pada Permendikbud Nomor 12 Tahun 2019 
sedangkan analisis beban kerja dihitung hampir setiap 
tahun menyesuaikan kebutuhan Direktorat SMA. 
 
Perhitungan tersebut mengacu pada beberapa peraturan 
antara lain: (1) Permenpan Nomor 
KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan 
Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam 
Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; (2) 
Permenpan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan; dan (3) Perka BKN Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan 
Pegawai Negeri Sipil. 
 
Adapun tahapan yang telah dilakukan Direktorat SMA 
1. Peta jabatan dalam Permendikbud No. 12 Tahun 

2019 menjadi dasar pengendalian formasi kebutuhan 
pegawai Direktorat SMA 

2. Pada Peta jabatan akan diketahui jumlah maksimal 
jabatan (bezzeeting), kebutuhan dan informasi 
kelebihan atau kekurangan orang 

3. Setiap tahun/kondisi tertentu (perubahan organisasi, 
peraturan, dsb) bidang kepegawaian melakukan 
analisis jabatan terhadap kebutuhan jabatan melalui 
analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan 

4. Hasil analisis jabatan dijadikan dasar dalam 
penempatan pegawai, perekrutan pegawai, mutasi 
pegawai dan promosi pegawai 
 

https://drive.google.
com/drive/folders/1C
_19aGA3xklzpjzYGZc
be1KIY3UkodOy?usp
=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1C_19aGA3xklzpjzYGZcbe1KIY3UkodOy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C_19aGA3xklzpjzYGZcbe1KIY3UkodOy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C_19aGA3xklzpjzYGZcbe1KIY3UkodOy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C_19aGA3xklzpjzYGZcbe1KIY3UkodOy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C_19aGA3xklzpjzYGZcbe1KIY3UkodOy?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

  b. Apakah penempatan 
pegawai hasil 
rekrutmen murni 
mengacu kepada 
kebutuhan pegawai 
yang telah disusun 
per jabatan? 

  A/B/C/D A 1  a. Jika semua penempatan 
pegawai hasil rekrutmen 
murni mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang 
telah disusun per 
jabatan;  

b. Jika sebagian besar 
penempatan pegawai 
hasil rekrutmen murni 
mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang 
telah disusun per 
jabatan;  

c. Jika sebagian kecil 
penempatan pegawai 
hasil rekrutmen murni 
mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang 
telah disusun per 
jabatan;  

d. Jika penempatan pegawai 
hasil rekrutmen murni 
tidak mengacu kepada 
kebutuhan pegawai yang 
telah disusun per 
jabatan. 
 

Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah 
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun 
per jabatan. 
Pada tahun 2019, berdasarkan formasi kebutuhan 
Direktorat SMA masih membutuhkan penambahan 
pegawai dalam jabatan Analis Kelembagaan, Analis 
Sarana Prasarana dan Penyusun Laporan Keuangan. 
Untuk itu, diajukan penambahan pegawai melalui jalur 
CPNS untuk jabatan tersebut. Proses CPNS telah 
berjalan dengan baik dan Direktorat SMA memperoleh 
penambahan CPNS sesuai dengan jabatan yang 
dibutuhkan tersebut. 
 
Tahapan kerja: 
1. Bidang kepegawaian menginformasikan formasi 

jabatan yang kosong kepada pimpinan 
2. Formasi jabatan dijadikan bahan pertimbangan 

dalam perekrutan pegawai baik melalui CPNS  
3. Biro SDM melaksanakan perekrutan CPNS 2018 
4. Direktorat SMA menerima tiga CPNS dengan jabatan 

Analis Kelembagaan, Analis Sarana Prasarana dan 
Penyusun Laporan Keuangan 

5. Bidang Kepegawaian melakukan evaluasi terhadap 
jabatan yang tersedia 

https://drive.google.
com/drive/folders/1S
YsaemXCf7GObjGnjx
6xDfSS0w1GyzAo?us
p=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1SYsaemXCf7GObjGnjx6xDfSS0w1GyzAo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SYsaemXCf7GObjGnjx6xDfSS0w1GyzAo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SYsaemXCf7GObjGnjx6xDfSS0w1GyzAo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SYsaemXCf7GObjGnjx6xDfSS0w1GyzAo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SYsaemXCf7GObjGnjx6xDfSS0w1GyzAo?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 c. Apakah telah 
dilakukan monitoring 
dan dan evaluasi 
terhadap 
penempatan 
pegawai rekrutmen 
untuk memenuhi 
kebutuhan jabatan 
dalam organisasi 
telah memberikan 
perbaikan terhadap 
kinerja unit kerja? 

  Y/T Ya 1 

  

Ya, jika sudah dilakukan 
monitoring dan evaluasi 
terhadap penempatan pegawai 
hasil rekrutmen untuk 
memenuhi kebutuhan jabatan 
dalam organisasi telah 
memberikan perbaikan 
terhadap kinerja unit kerja. 

Direktorat SMA telah memonitoring dan mengevaluasi 
tiga penempatan pegawai rekrutmen murni. Dari tiga 
orang tersebut dua orang sudah sesuai dengan 
kebutuhan jabatan Penyusun Laporan Keuangan di 
Subbag Tata Usaha dan Analis Sarana Pendidikan di 
Bidang Sarana Prasarana dalam organisasi sedangkan 
satu orang jabatan Analis Pelaksanaan Kelembagaan 
dalam organisasi yang akan ditempati sudah diisi oleh 
pegawai yang mutasi dari bagian lain. Sehingga yang 
bersangkutan ditempatkan pada jabatan Penyusun 
Laporan Keuangan pada Subbag Tata Usaha. 
 
Dari ketiga orang pegawai hasil rekrutmen murni 
tersebut telah memberikan kontribusi perbaikan 
terhadap kinerja unit kerja misalnya laporan keuangan 
dapat disusun tepat waktu dan inventarisasi hasil 
bantuan pemerintah menjadi tersusun lebih rapi dan 
mudah digunakan kembali ketika dibutuhkan. 

https://drive.google.
com/drive/folders/1
UaO_AyYvosWybqPB
ANU_avbuTCiTxK4M
?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1UaO_AyYvosWybqPBANU_avbuTCiTxK4M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UaO_AyYvosWybqPBANU_avbuTCiTxK4M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UaO_AyYvosWybqPBANU_avbuTCiTxK4M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UaO_AyYvosWybqPBANU_avbuTCiTxK4M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UaO_AyYvosWybqPBANU_avbuTCiTxK4M?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

2 Pola Mutasi Internal 
(1) 1,0     1,00 100,00% 

     

  a. Dalam melakukan 
pengembangan 
karier pegawai, 
apakah telah 
dilakukan mutasi 
pegawai antar 
jabatan? 

  Y/T Ya 1 

  

Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar 
jabatan sebagai wujud dari 
pengembangan karier pegawai. 

Dalam melakukan pengembangan 
karier pegawai, Direktorat SMA 
melakukan dua jenis mutasi, pertama 
internal dilakukan setiap dua tahun 
sekali yaitu antar jabatan, promosi, 
dan inpassing dengan surat tugas dari 
Direktur SMA. Sedangkan mutasi 
eksternal, Direktorat SMA menerima 
kebijakan mutasi dari Biro SDM yang 
pada umumnya merupakan pejabat 
Esselon III dan IV yang saat ini 
menjadi Koordinator Bidang dan Sub 
Koordinator Bidang dengan SK 
penempatan dari Kepala Biro SDM. 
 

https://drive.google.
com/drive/folders/1f
kE2G-
idOE7oMRIK_lLXDW
73DMbrxqRo?usp=s
haring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fkE2G-idOE7oMRIK_lLXDW73DMbrxqRo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fkE2G-idOE7oMRIK_lLXDW73DMbrxqRo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fkE2G-idOE7oMRIK_lLXDW73DMbrxqRo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fkE2G-idOE7oMRIK_lLXDW73DMbrxqRo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fkE2G-idOE7oMRIK_lLXDW73DMbrxqRo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fkE2G-idOE7oMRIK_lLXDW73DMbrxqRo?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 

  b. Apakah dalam 
melakukan mutasi 
pegawai antar 
jabatan telah 
memperhatikan 
kompetensi jabatan 
dan mengikuti pola 
mutasi yang telah 
ditetapkan? 

  A/B/C/D/E A 1 

  

a. Jika semua mutasi pegawai antar 
jabatan telah memperhatikan 
kompetensi jabatan dan mengikuti pola 
mutasi yang telah  ditetapkan organisasi 
dan juga unit kerja memberikan 
pertimbangan terkait hal ini; 

b. Jika semua mutasi pegawai antar 
jabatan telah memperhatikan 
kompetensi jabatan dan mengikuti pola 
mutasi yang telah ditetapkan 
organisasi;  

c. Jika sebagian besar mutasi pegawai 
antar jabatan telah 
memperhatikan kompetensi jabatan dan 
mengikuti pola mutase yang telah 
ditetapkan organisasi; 

d. Jika sebagian kecil semua mutasi 
pegawai antar jabatan telah 
memperhatikan kompetensi jabatan dan 
mengikuti pola mutase yang telah 
ditetapkan organisasi; 

e. Jika mutasi pegawai antar jabatan 
belum memperhatikan kompetensi 
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang 
telah ditetapkan organisasi. 

 

Direktorat SMA dalam melakukan 
mutasi pegawai melalui dua cara yaitu 
mutasi internal dan mutasi eksternal. 
Mutasi internal yang telah 
dilaksanakan sudah 
mempertimbangkan kompetensi 
pegawai yang dimutasi antar bagian 
atau subbag dan untuk mengisi Bidang 
Peserta Didik yang pegawainya mutasi 
eksternal karena adanya perubahan 
struktur organisasi yang baru.  

https://drive.google.
com/drive/folders/1J
TuXScBXDUQ--
zyr6t8o3maG2CgyeK
pz?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1JTuXScBXDUQ--zyr6t8o3maG2CgyeKpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JTuXScBXDUQ--zyr6t8o3maG2CgyeKpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JTuXScBXDUQ--zyr6t8o3maG2CgyeKpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JTuXScBXDUQ--zyr6t8o3maG2CgyeKpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JTuXScBXDUQ--zyr6t8o3maG2CgyeKpz?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 c. Apakah telah 
dilakukan monitoring 
dan evaluasi 
terhadap kegiatan 
mutasi yang telah 
dilakukan dalam 
kaitannya dengan 
perbaikan kinerja? 

  Y/T Ya 1  Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang 
telah dilakukan dalam kaitannya dengan 
perbaikan kinerja. 

Proses mutasi mengacu kepada 
kebutuhan organisasi diantaranya 
adalah: 
1. Mendeteksi formasi jabatan yang 

kosong sebagai dasar pertimbangan 
di dalam merekrut pegawai 
baru/pindahan atau melakukan 
rotasi jabatan atau pendistribusian 
tugas jabatan yang kosong tersebut 

2. Pelaksanaan atas pertimbangan 
nomor 1 

3. Melakukan monitoring terhadap 
pelaksanaan kebijakan nomor 2 

4. Menindaklanjuti kesimpulan dari 
monev 

https://drive.google.
com/drive/folders/1B
MWImV4TjK1XoqGP
Bnr8PFGTq6j3XdNx?
usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BMWImV4TjK1XoqGPBnr8PFGTq6j3XdNx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BMWImV4TjK1XoqGPBnr8PFGTq6j3XdNx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BMWImV4TjK1XoqGPBnr8PFGTq6j3XdNx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BMWImV4TjK1XoqGPBnr8PFGTq6j3XdNx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BMWImV4TjK1XoqGPBnr8PFGTq6j3XdNx?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

3 Pengembangan 
pegawai berbasis 
kompetensi (2,5) 

2,5     2,29 91,67% 

      

  a. Apakah Unit Kerja 
melakukan Training 
Need Analysis Untuk 
pengembangan 
kompetensi? 

 Y/T Ya 1  Ya, jika sudah dilakukan Training 
Need Analysis Untuk pengembangan 
kompetensi. 

Direktorat SMA telah mengikuti assessmen yang 
dilakukan oleh Biro SDM untuk semua pegawai 
dalam rangka mengetahui kompetensi setiap 
pegawai. Di samping itu, Direktorat SMA juga 
melakukan Training Need Analysis (TNA) dalam 
rangka pemetaan kegiatan pengembangan 
kompetensi melalui diklat atau bimtek. 
 
Tahapan kerja: 
1. Bidang kepegawaian melakukan TNA secara 

mandiri maupun terkoordinasi oleh Biro SDM 
2. Pelaksanaan TNA oleh Biro SDM dalam bentuk 

assessment kompetensi pejabat struktural dan 
pelaksana 

3. Pelaksanaan TNA Mandiri dilakukan melalui 
inventarisir self assessment atas kompetensi 
pegawai 

4. Hasil TNA menjadi dasar pertimbangan bagi 
pengembangan kompetensi pegawai, promosi 
jabatan, maupun pemberdayaan SDM 
Direktorat SMA. 
 

https://drive.google.
com/drive/folders/1
wkmdHP6i7uPdfYGls
2501QLAsfdIp1Cx?u
sp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1wkmdHP6i7uPdfYGls2501QLAsfdIp1Cx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wkmdHP6i7uPdfYGls2501QLAsfdIp1Cx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wkmdHP6i7uPdfYGls2501QLAsfdIp1Cx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wkmdHP6i7uPdfYGls2501QLAsfdIp1Cx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wkmdHP6i7uPdfYGls2501QLAsfdIp1Cx?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

  b. Dalam menyusun 
rencana 
pengembangan 
kompetensi 
pegawai, apakah 
mempertimbangkan 
hasil pengelolaan 
kinerja pegawai? 

  A/B/C/D A 1 

  

a. Jika semua rencana 
pengembangan kompetensi 
pegawai mempertimbangkan hasil 
pengelolaan kinerja pegawai;  

b. Jika sebagian besar rencana 
pengembangan kompetensi 
pegawai mempertimbangkan hasil 
pengelolaan kinerja pegawai;  

c. Jika sebagian kecil rencana 
pengembangan kompetensi 
pegawai mempertimbangkan hasil 
pengelolaan kinerja pegawai;  

d. Jika belum ada rencana 
pengembangan kompetensi 
pegawai yang 
mempertimbangkan hasil 
pengelolaan kinerja pegawai. 

Dalam menyusun rencana pengembangan 
kompetensi pegawai, Direktorat SMA telah 
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja 
pegawai. 
 
Tahapan Kerja: 
1. Bidang kepegawaian merekap dan 

mengevaluasi nilai prestasi kinerja pegawai 
tahunan 

2. Bidang kepegawaian melakukan TNA untuk 
menjaring kebutuhan peningkatan kompetensi 
pegawai 

3. Bidang kepegawaian menyusun rencana 
pengembangan kompetensi pegawai 
berdasarkan hasil TNA dan 
mempertimbangkan hasil nilai prestasi 
pegawai tahunan 

https://drive.google.
com/drive/folders/1L
xvWs_lXdkQLSsU91
H6s0_JlZtjestcd?usp
=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1LxvWs_lXdkQLSsU91H6s0_JlZtjestcd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LxvWs_lXdkQLSsU91H6s0_JlZtjestcd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LxvWs_lXdkQLSsU91H6s0_JlZtjestcd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LxvWs_lXdkQLSsU91H6s0_JlZtjestcd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LxvWs_lXdkQLSsU91H6s0_JlZtjestcd?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 c. Apakah terdapat 
kesenjangan 
kompetensi pegawai 
yang ada dengan 
standar kompetensi 
yang ditetapkan 
untuk masing-
masing jabatan? 

  A/B/C/D A 1  a. Jika persentase kesenjangan 
kompetensi pegawai dengan 
standar kompetensi yang 
ditetapkan sebesar <25%;  

b. Jika persentase kesenjangan 
kompetensi pegawai dengan 
standar kompetensi yang 
ditetapkan sebesar >25%-50%;  

c. Jika sebagian besar kompetensi 
pegawai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan 
untuk masing-masing jabatan 
>50%-75%;  

d. Jika persentase kesenjangan 
kompetensi pegawai dengan 
standar kompetensi yang 
ditetapkan sebesar >75%-100%. 

Direktorat SMA memiliki pegawai sejumlah 119 
orang yang telah memiliki kesesuaian jabatan 
beserta grading-nya terhadap persyaratan 
minimal kompetensi pendidikan masing-masing 
pegawai, yang terdiri dari: 
 

• Grade 15 minimal kompetensi Sarjana 
terdapat 1 orang 

• Grade 12 minimal kompetensi Sarjana 
terdapat 3 orang 

• Grade 9 minimal kompetensi Sarjana terdapat 
9 orang 

• Grade 8 minimal kompetensi Sarjana terdapat 
3 orang 

• Grade 7 minimal kompetensi Sarjana terdapat 
28 orang 

• Grade 6 minimal kompetensi D3 terdapat 30 
orang 

• Grade 5 minimal kompetensi SMA terdapat 40 
orang 

• Grade 3 minimal kompetensi SMP terdapat 5 
orang 

 
Dengan demikian, Direktorat SMA tidak 
terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang 
ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan 
untuk masing-masing jabatan 

 

https://drive.google.
com/drive/folders/1X
O8F6iHnWBxTO-
d_HqssQ9n8JC4e-
sge?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1XO8F6iHnWBxTO-d_HqssQ9n8JC4e-sge?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XO8F6iHnWBxTO-d_HqssQ9n8JC4e-sge?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XO8F6iHnWBxTO-d_HqssQ9n8JC4e-sge?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XO8F6iHnWBxTO-d_HqssQ9n8JC4e-sge?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XO8F6iHnWBxTO-d_HqssQ9n8JC4e-sge?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 d. Apakah pegawai di 
Unit Kerja telah 
memperoleh 
kesempatan/hak 
untuk mengikuti 
diklat maupun 
pengembangan 
kompetensi lainnya? 

  A/B/C/D A 1  a. Jika seluruh pegawai di Unit 
Kerja telah memperoleh 
    kesempatan/hak untuk 
mengikuti diklat maupun 
pengembangan 
    kompetensi lainnya;  
b. Jika sebagian besar pegawai di 
Unit Kerja telah memperoleh 
    kesempatan/hak untuk 
mengikuti diklat maupun 
pengembangan 
    kompetensi lainnya;  
c. Jika sebagian kecil pegawai di 
Unit Kerja telah memperoleh 
    kesempatan/hak untuk 
mengikuti diklat maupun 
pengembangan 
    kompetensi lainnya;  
d. Jika belum ada pegawai di Unit 
Kerja telah memperoleh 
    kesempatan/hak untuk 
mengikuti diklat maupun 
pengembangan 
    kompetensi lainnya. 

Pegawai di Direktorat SMA telah memperoleh 
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun 
pengembangan kompetensi lainnya. 
 
Tahapan kerja: 
1. Bidang kepegawaian setiap tahun melakukan 
inventarisir data dinamis beserta informasi 
kebutuhan pengembangan kompetensi masing-
masing pegawai 
2. Data kebutuhan pengembangan kompetensi 
pegawai menjadi bahan pertimbangan 
pelaksanaan pengembangan kompetensi 
pegawai Direktorat SMA 
3. Direktorat SMA merencanakan 
pengembangan kompetensi pegawai dalam 
berbagai bentuk kegiatan (bimtek, pelatihan, 
pemanggilan narasumber, pengiriman peserta 
pelatihan, workshop, seminar, FGD, dsb) 
4. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut di atas, 
dipastikan seluruh pegawai Direktorat SMA 
memperoleh kesempatan dalam pengembangan 
kompetensi 

https://drive.google.
com/drive/folders/1l
151gaEWh1uRaWZ3
AlfpSg-
p03pxYv6w?usp=sh
aring 

https://drive.google.com/drive/folders/1l151gaEWh1uRaWZ3AlfpSg-p03pxYv6w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l151gaEWh1uRaWZ3AlfpSg-p03pxYv6w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l151gaEWh1uRaWZ3AlfpSg-p03pxYv6w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l151gaEWh1uRaWZ3AlfpSg-p03pxYv6w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l151gaEWh1uRaWZ3AlfpSg-p03pxYv6w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l151gaEWh1uRaWZ3AlfpSg-p03pxYv6w?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 e. Dalam pelaksanaan 
pengembangan 
kompetensi, apakah 
unit kerja melakukan 
upaya 
pengembangan 
kompetensi kepada 
pegawai (dapat 
melalui 
pengikutsertaan 
pada lembaga 
pelatihan, in-house 
training, atau 
melalui coaching, 
atau mentoring, dll)? 

  A/B/C/D A 1  a. Jika unit kerja melakukan 
upaya pengembangan kompetensi 
    kepada seluruh pegawai;  
b. Jika unit kerja melakukan 
upaya pengembangan kompetensi 
    kepada sebagian besar 
pegawai;  
c. Jika unit kerja melakukan 
upaya pengembangan kompetensi 
    kepada sebagian kecil 
pegawai;  
d. Jika unit kerja belum 
melakukan upaya pengembangan 
    kompetensi kepada pegawai. 

Direktorat SMA telah mengikut sertakan pegawai 
untuk mengikuti kegiatan pada lembaga 
pelatihan, in-house training, atau melalui 
coaching, atau mentoring.Dalam lembaga 
pelatihan contohnya bekerja sama dengan 
lembaga Nurul Fikri, dalam bentuk in-house 
training contohnya Bimtek Kearsipan, Bimtek 
Kepegawaian, Bimtek Protokol, diklat fungsional 
bagi Jabatan Fungsional PTP sebanyak 4 orang 
di Pusdiklat Kemendikbud, diklat sertifikasi 
perbendaharaan sebanyak 7 orang, kegiatan 
magang di luar negeri contohnya Internship 
Programme di Atase Pendidikan dan 
Kebudayaan sebanyak 1 orang, dan diklat 
sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 
13 orang. 

https://drive.google.
com/drive/folders/1t
c_gRxZMy4ZbAvFZTt
SfpWvNdNJ339OO?u
sp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 f. Apakah telah 
dilakukan monitoring 
dan evaluasi 
terhadap hasil 
pengembangan 
kompetensi dalam 
kaitannya dengan 
perbaikan kinerja? 

  A/B/C B 0,5  a. Jika monitoring dan evaluasi 
terhadap hasil pengembangan 
    kompetensi dalam kaitannya 
dengan perbaikan kinerja telah 
    dilakukan secara berkala;  
b. Jika monitoring dan evaluasi 
terhadap hasil pengembangan 
    kompetensi dalam kaitannya 
dengan perbaikan kinerja telah 
    dilakukan namun tidak secara 
berkala;  
c. Jika monitoring dan evaluasi 
terhadap hasil pengembangan 
    kompetensi dalam kaitannya 
dengan perbaikan kinerja belum 
    dilakukan. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan 
terlebih dahulu melakukan inventarisasi data 
pelaksanaan pengembangan kompetensi yang 
telah dilaksanakan. Hasilnya menyimpulkan 
bahwa masih terdapat pejabat struktural yang 
perlu mengikuti pengembangan kompetensi 
sebanyak jabatan 11 orang dan 
direkomendasikan agar nama-nama yang belum 
mengikuti pengembangan kompetensi segera 
diusulkan. Sementara itu, pegawai yang telah 
lulus diklat perbendaharaan sebanyak 7 orang, 
diklat fungsional PTP sebanyak 3 orang dan 
diklat sertifikasi PBJ sebanyak 9 orang. 

https://drive.google.
com/drive/folders/1t
c_gRxZMy4ZbAvFZTt
SfpWvNdNJ339OO?u
sp=sharing 

 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tc_gRxZMy4ZbAvFZTtSfpWvNdNJ339OO?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

4 Penetapan kinerja 
individu (4) 4,0     4,00 100,00% 

      

  a. Apakah terdapat 
penetapan kinerja 
individu yang terkait 
dengan perjanjian 
kinerja organisasi? 

  A/B/C/D A 1 

  

a. Jika seluruh penetapan kinerja 
individu terkait dengan kinerja 
    organisasi serta perjanjian kinerja 
selaras dengan sasaran kinerja 
    pegawai (SKP);  
b. Jika sebagian besar penetapan 
kinerja individu terkait dengan 
    kinerja organisasi;  
c. Jika sebagian kecil penetapan 
kinerja individu terkait dengan 
    kinerja organisasi;  
d. Jika belum ada penetapan kinerja 
individu terkait dengan kinerja 
    organisasi. 

Pada Direktorat SMA telah terdapat 
penetapan kinerja individu yang terkait 
dengan perjanjian kinerja organisasi. Kinerja 
oraganisasi maupun kinerja individu juga 
menjadi perhatian Direktorat Pembinaan SMA 
dalam membangun ZI-WBK. Direktorat 
Pembinaan SMA selalu melaksanakan 
penilaian kinerja individu yang terkait dengan 
kinerja organisasi. Peniaian kinerja individu 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
berbasis web Sistem Informasi Kinerja 
Pegawai (e-SKP) melalui 
http://skp.sdm.kemdikbud.go.id. 

https://drive.google.
com/drive/folders/1X
WHMZXVz2qrBhXZ9
V8uLFP0iffrXsAfJ?us
p=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1XWHMZXVz2qrBhXZ9V8uLFP0iffrXsAfJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XWHMZXVz2qrBhXZ9V8uLFP0iffrXsAfJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XWHMZXVz2qrBhXZ9V8uLFP0iffrXsAfJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XWHMZXVz2qrBhXZ9V8uLFP0iffrXsAfJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XWHMZXVz2qrBhXZ9V8uLFP0iffrXsAfJ?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

  b. Apakah ukuran 
kinerja individu telah 
memiliki kesesuaian 
dengan indikator 
kinerja individu level 
diatasnya? 

  A/B/C/D A 1  a. Jika seluruh ukuran kinerja 
individu telah memiliki kesesuaian 
    dengan indikator kinerja individu 
level diatasnya serta 
    menggambarkan logic model;  
b. Jika sebagian besar ukuran 
kinerja individu telah memiliki 
    kesesuaian dengan indikator 
kinerja individu level diatasnya;  
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja 
individu telah memiliki 
    kesesuaian dengan indikator 
kinerja individu level diatasnya;  
d. Jika ukuran kinerja individu belum 
memiliki kesesuaian dengan 
    indikator kinerja individu level 
diatasnya. 

Ukuran kinerja individu pada Direktorat SMA 
telah memiliki kesesuaian dengan indikator 
kinerja individu level diatasnya. 
 
Tahapan kerja: 
1. Uraian jabatan pelaksana merupakan turunan 
dari tugas jabatan atasannya 
2. Pengisian SKP diikuti dengan pengisian 
ukuran kinerja individu yang akan dicapai 
pegawai 
3. Atasan langsung melakukan review usulan 
rencana SKP berdasarkan kesesuaian indikator 
kinerja antara atasan dengan stafnya 
4. SKP ditandatangani apabila kedua belah pihak 
telah menyetujui SKP yang telah di-review 

https://drive.google.
com/drive/folders/1
H3-yK6o05cOCn-
AtP9s6TLsONhORm2
rI?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1H3-yK6o05cOCn-AtP9s6TLsONhORm2rI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H3-yK6o05cOCn-AtP9s6TLsONhORm2rI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H3-yK6o05cOCn-AtP9s6TLsONhORm2rI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H3-yK6o05cOCn-AtP9s6TLsONhORm2rI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H3-yK6o05cOCn-AtP9s6TLsONhORm2rI?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 c. Apakah Pengukuran 
kinerja individu 
dilakukan secara 
periodik? 

  A/B/C/D/E A 1  a. Jika pengukuran kinerja individu 
dilakukan secara bulanan; 
b. Jika pengukuran kinerja individu 
dilakukan secara triwulanan; 
c. Jika pengukuran kinerja individu 
dilakukan secara semesteran; 
d. Jika pengukuran kinerja individu 
dilakukan secara tahunan; 
e. Jika pengukuran kinerja individu 
belum dilakukan. 

Direktorat SMA telah melakukan pengukuran 
kinerja individu secara bulanan sebagai dasar 
pembayaran tunjangan kinerja. 
 
Tahapan kerja: 
1. Pegawai mengisi log harian kegiatan dalam 
bulan berjalan 
2. Pada akhir bulan, pegawai mengajukan 
usulan nilai realisasi pekerjaan bulanan 
3. Atasan langsung menilai usulan yang telah 
diajukan oleh pegawai ybs 
4. Nilai SKP menjadi dasar pertimbangan 
pembayaran tunjangan kinerja disamping 
persentasi kehadiran 
 

https://drive.google.
com/drive/folders/1V
nZpAlvlUWtzUd6qmg
bZCWbKjjWOfItT?us
p=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1VnZpAlvlUWtzUd6qmgbZCWbKjjWOfItT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VnZpAlvlUWtzUd6qmgbZCWbKjjWOfItT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VnZpAlvlUWtzUd6qmgbZCWbKjjWOfItT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VnZpAlvlUWtzUd6qmgbZCWbKjjWOfItT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VnZpAlvlUWtzUd6qmgbZCWbKjjWOfItT?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

 d. Apakah hasil 
penilaian kinerja 
individu telah 
dijadikan dasar 
untuk pemberian 
reward 
(pengembangan 
karir individu, 
penghargaan dll)? 

  Y/T Ya 1  Ya, jika hasil hasil penilaian 
kinerja individu telah dijadikan 
dasar untuk pemberian reward 
(pengembangan karir individu, 
penghargaan dll). 

Pada Direktorat SMA, hasil penilaian kinerja 
individu telah dijadikan dasar untuk pemberian 
reward (pengembangan karir individu, 
penghargaan dll). 
 
Tahapan kerja: 
1. Nilai SKP menjadi dasar pertimbangan 
pembayaran tunjangan kinerja disamping 
persentasi kehadiran 
2. Nilai SKP menjadi dasar prioritas pemberian 
penghargaan Satya Lencana 
3. Nilai SKP menjadi dasar pertimbangan 
promosi pegawai 
4. Nilai SKP menjadi dasar pertimbangan 
pengembangan profesi pegawai melalui jalur 
reward 
5. Nilai SKP menjadi dasar penerimaan mutasi 
pegawai 

https://drive.google.
com/drive/folders/1h
Lc5QnAYyKRjGrLMBt
KavYhKMuhaQkrk?u
sp=sharing 

 

 

 

 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLc5QnAYyKRjGrLMBtKavYhKMuhaQkrk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hLc5QnAYyKRjGrLMBtKavYhKMuhaQkrk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hLc5QnAYyKRjGrLMBtKavYhKMuhaQkrk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hLc5QnAYyKRjGrLMBtKavYhKMuhaQkrk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hLc5QnAYyKRjGrLMBtKavYhKMuhaQkrk?usp=sharing


50 

 

 

Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

5. Penegakan aturan 
disiplin/kode etik/kode 
perilaku pegawai (1,5) 

1,5     1,50 100,00% 

      

  a. Apakah aturan 
disiplin/kode 
etik/kode perilaku 
telah 
dilaksanakan/diimple
mentasikan? 

  A/B/C/D A 1 

  

a. Jika unit kerja telah 
mengimplementasikan seluruh 
aturan 
 disiplin/kode etik/kode perilaku 
yang ditetapkan organisasi dan 
    juga membuat inovasi terkait 
aturan disiplin/kode etik/kode 
    perilaku yang sesuai dengan 
karakteristik unit kerja; 
b. Jika unit kerja telah 
mengimplementasikan seluruh 
aturan 
    disiplin/kode etik/kode perilaku 
yang ditetapkan organisasi;  
c. Jika unit kerja telah 
mengimplementasikan sebagian 
    aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku yang ditetapkan 
    organisasi; 
d. Jika unit kerja belum 
mengimplementasikan aturan 
disiplin/kode 
    etik/kode perilaku yang 
ditetapkan organisasi. 

Direktorat SMA telah 
melaksanakan/mengimplementasikan aturan 
disiplin/kode etik/kode perilaku.  
 
Tahapan kerja: 
1. Bidang kepegawaian melakukan sosialisasi 
tentang peraturan kode etik pegawai 
Kemdikbud dan PP No. 53 Tahun 2010 
2. Bidang kepegawaian memantau 
pelaksanaan penegakkan peraturan kode etik 
pegawai Kemdikbud dan PP No. 53 Tahun 
2010 

https://drive.google.
com/drive/folders/1p
ARj8pTsVIxqiwYK_T
LtKN2wriFymS6I?us
p=sharing 

6. Sistem Informasi 
Kepegawaian (0,5) 0,5     0,50 100,00% 

      

  a. Apakah data 
informasi 
kepegawaian unit 
kerja telah 
dimutakhirkan 
secara berkala? 

  A/B/C A 1 

  

a. Jika data informasi kepegawaian 
unit kerja dapat diakses oleh 
pegawai dan dimutakhirkan setiap 
ada perubahan data pegawai;  
b. Jika data informasi kepegawaian 
unit kerja dapat diakses oleh 
pegawai dan  dimutakhirkan namun 
secara berkala;  

Data informasi kepegawaian Direktorat SMA 
telah dimutakhirkan secara berkala dan data 
informasi kepegawaian dapat diakses oleh 
pegawai dan dimutakhirkan setiap ada 
perubahan data pegawai. 
 
Setiap pegawai telah mengetahui aplikasi 
SIMPEG melalui alamat 
www.http://kepegawaian.dikdasmen.kemdikb

https://drive.google.
com/drive/folders/1d
hUaV-
_oOEarS0M8CHT0vX
fXqEP4VNEM?usp=s
haring 

https://drive.google.com/drive/folders/1pARj8pTsVIxqiwYK_TLtKN2wriFymS6I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pARj8pTsVIxqiwYK_TLtKN2wriFymS6I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pARj8pTsVIxqiwYK_TLtKN2wriFymS6I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pARj8pTsVIxqiwYK_TLtKN2wriFymS6I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pARj8pTsVIxqiwYK_TLtKN2wriFymS6I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dhUaV-_oOEarS0M8CHT0vXfXqEP4VNEM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dhUaV-_oOEarS0M8CHT0vXfXqEP4VNEM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dhUaV-_oOEarS0M8CHT0vXfXqEP4VNEM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dhUaV-_oOEarS0M8CHT0vXfXqEP4VNEM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dhUaV-_oOEarS0M8CHT0vXfXqEP4VNEM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dhUaV-_oOEarS0M8CHT0vXfXqEP4VNEM?usp=sharing
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Penilaian 
Pilihan 

Jawaban 
Jawaban Nilai  % Keterangan 

Catatan/Penjelasan/ 
Argumen/Cerita 

Evidence/ Bukti 
Dukung 

c. Jika data informasi kepegawaian 
unit kerja belum dimutakhirkan. 

ud.go.id/simpeg/ dan mengetahui username 
serta password masing-masing. 

 



52 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. KESIMPULAN                                                                                                                                                       

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada Bab III, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Capaian progres nilai LKE mandiri penataan manajemen sistem Direktorat SMA 

adalah 9.79 atau 97.92%. 

2. Dengan nilai tersebut, maka persyaratan minimal nilai 6 telah dicapai. 

3. Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ZI-WBK di 

lingkungan Direktorat SMA. 

 

B. SARAN                                                                                                                                                       

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang perlu dilakukan oleh manajemen 

Direktorat SMA adalah menjaga dan meningkatkan konsistensi budaya kerja 

peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat SMA. 
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BAB V 

PENUTUP  
 

Buku penataan manajemen sistem ini merupakan bagian dari Buku Pengungkit 

Pembangunan ZI-WBK di lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Atas, sengaja disusun sebagai bentuk komitmen Direktorat SMA membangun Zona 

Integritas WBK, juga sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan sebagai bahan 

refensi pengambilan kebijakan/keputusan. 

 

 

 

 

 


